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BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR & TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

a. bahwa utuk melaksanakun beberapa ketentuan pada Peraturan

1.

Pemerint:» Nomor 72 Talun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturai: Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah 1 ing diantaranya 1engatur tentang jabatan dan tata
kerja puda Inspektorat Daerah maka dengan mempertimbangkan
beban kerja dan intensitas pelaksanaan pengawasan di
lingkungan pemerintah Kabupaten Siak dipandang perlu
dilakuk:u: penyesuaian terhadap jabatan dan tata kerja
Inspeki: “..t Kabupaten Siak:

bahwa berdasarkan pertimbanvan sebagaimana dimaksud pada
huruf au. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Inspcktorat Kabupaten Siak:

b.

Pasal IS ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesi: Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kal upaten Siak, Kab ipatcn Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabuputc:i Kuantan Singinvi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republi: Indonesia Tah:n 10499 Nomor 181, Tambahan
Lembar...: Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah d:ulah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2:08 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalaw:u:. Kabupaten Ro':: Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupu:» Siak, Kabup:i:en Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupu «:. Kuantan Singini din Kota Batam (Lembaran Negara
Republik: Indonesia Tahi:: 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembar: Negara Republik li:di nesiaNomor 4880),



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun
2019 Nomor 10),

9.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 63 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 63)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 44), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :

a. Inspektorat
b. Sekretariat, membawahi :

1. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan,
2. Kepala Subbagian Perencanaan, dan
3. Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi.

c. Inspektorat Pembantu Wilayah I,
d. Inspektorat Pembantu Wilayah II,
e. Inspektorat Pembantu Wilayah III:
f. Inspektorat Pembantu Wilayah IV,
g. Inspektorat Pembantu Investigasi,
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Inspektur.

(3) Masing-masing Inspektorat Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Struktur Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat, sebagimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

(1) Inspektur mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.



(2) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan perencanaan program pengawasan,
b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan,
Cc. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,
d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati

dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,
penyusunan laporan hasil pengawasan,
pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi,
pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi,
pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten, dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
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3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan satu pasal yaitu pasal 7A, sehingga
keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 7A

Inspektorat Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1), mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional
terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah
pada perangkat daerah, pencegahan korupsi, audit investigatif terhadap
kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan
negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan
pemberian keterangan ahli.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat
Pembantu Investigasi mempunyai fungsi :

a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang
investigasi,

b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi,
C. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan

pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme,
d. pelaksanaan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang

berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan
kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli pada
instansi pusat/daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh/sebagian
keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah termasuk badan
usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan
kepentingan keuangan pemerintah , serta upaya pencegahan korupsi,

e. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada
masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan badan-badan lainnya,

f. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang
penugasan investigasi,
kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah lainnya,
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur,
penyusunan laporan hasil pengawasan,
penanganan pengaduan terkait urusan yang menjadi bidang tugasnya, dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan
fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

8
h.
1.



4. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris,
Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organnisasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas pokoknya masing-masing.
Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin,
mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.
Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala tepat waktu.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian
keuangan negara/daerah, Inspektorat Kabupaten Siak melaksanakan fungsi
sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf d tanpa menunggu
penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimna dimaksud pada pasal 4 ayat (2)
huruf c dan huruf d terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau
kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur Kabupaten Siak wajib
melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

5. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 11

Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan
Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur dan Inspektur Pembantu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan terlebih
dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.



|
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai bur! ku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui::va,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
da tanggal !25 Februari 2020

A
SIAK

FED 24
Diundangkan di Siak Sri Indrupura
pada tanggal '8 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK4
Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 Ou:

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR &
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